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P U T U S A N 

Nomor 45/B/2026/PT.TUN.SBY 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding 

dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem 

Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 

perkara antara:  

FENNY HENDRO GUNAWAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan 

Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. RE Martadinata   No. 89, RT. 003, 

RW. 005, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, sekarang 

bertempat tinggal di Jl. S.Mahakam No.22, Kel. Kedung Lumbu, Kec 

Pasar Kliwon, Surakarta; 

Dalam perkara ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus 

tertanggal 4 Maret 2026 kepada : 

1. Pieter Talaway, S.H., CN., MBA.; 

2. Winston R. Patty, S.H.; 

3. Dona A. Timisela, S.H.; 

4. Theresia Halim, S.H.; 

5. Dewi Listiowati, S.H.; 

6. Achmad Firdaus, S.H.; 

7. Iga Pratino, S.H.; 

8. Raja K.M. Siregar, S.H., M.H.; 

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat pada 

Kantor Hukum ”PIETER TALAWAY & ASSOCIATES” berkantor 

dijalan Raya Arjuna No.12-C Surabaya. Domisili elektronik : 

pietertalawayassociates@yahoo.com., disebut sebagai Pembanding/ 

semula Tergugat II Intervensi; 

Lawan  

GUNAWAN PRANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan 

Karyawan Swasta, Tempat Jalan RE Martadinata No.89, RT.003, 
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RW.005, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta 

Jawa Tengah; 

Dalam perkara ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa 

khusus tertanggal 24 Oktober 2025 kepada : 

1.   EKA WINDHIARTO, S.H., Sp.N,M.H.; 

2.   KUNTOWATI SRI HARYANI, S.H.; 

3.   MUHAMMAD DIRGANTARA INDONESIA, S.H.; 

4.   FABIAN ANDREANTA SAPUTRA, S.H.; 

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat pada 

Kantor Hukum Eka Windhiarto dan Rekan yang berkantor di Jalan 

Medoho Permai No.5, Kota Semarang, Alamat domisili elektronik : 

ekawindhiarto@gmail.com, disebut sebagai Terbanding/semula 

Penggugat; 

Dan : 

KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 

SIPIL KOTA SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 

Nomor 2 Kota Surakarata; 

Dalam perkara ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus 

tertanggal 3 November 2025 kepada : 

1. Nama : YENI APRILIAWATI, S.H., M.P.S., M.Eng.; 

 Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Surakarta; 

2. Nama : YUDIANTO, S.H., M.E.; 

 Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surakarta; 

3. Nama : FX. SASADARA PASKA, S.H.; 

 Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada 

Bagian Hukum Setda Kota Surakarta; 

4. Nama : FETTY PUSPITA SARI, S.H.; 

 Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada 

Bagian Hukum Setda Kota Surakarta; 

5. Nama : TRI WULAN DWI HANDAYANI, S.H.; 
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 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-

Undangan Pada Bagian Hukum setda Kota 

Surakarta; 

6. Nama : ARDYANTO IMAM WICAKSONO, S.H.; 

 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-

Undangan Pada Bagian Hukum setda Kota 

Surakarta; 

7. Nama : ZAKY BASWENDRA WIBAWA, S.H.; 

 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-

Undangan Pada Bagian Hukum setda Kota 

Surakarta; 

8. Nama : MUHAMMAD ARIF FAUZI, S.H.; 

 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-

Undangan Pada Bagian Hukum setda Kota 

Surakarta; 

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kota 

Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota 

Surakarta, Alamat domisili elektronik : hukumhamsolo@gmail.com, 

disebut sebagai Turut Terbanding/semula Tergugat; 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

DUDUK PERKARA 

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk 

perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Semarang Nomor 93/G/2025/PTUN.SMG, tanggal 3 Maret 2026 yang 

amarnya berbunyi sebagai berikut:  

MENGADILI :  

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal Surat Keterangan Pembatalan Perceraian No: 

DC.01.01/3269/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 16 

April 2025 antara GUNAWAN PRANOTO dengan FENNY HENDRO 

GUNAWAN; 

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan 

Pembatalan Perceraian No : DC.01.01/3269/2025, yang dikeluarkan 

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surakarta, tertanggal 16 April 2025 antara GUNAWAN PRANOTO 

dengan FENNY HENDRO GUNAWAN; 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar      

Rp. 253.500,- (dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah); 

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 

93/G/2025/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari 

Selasa, tanggal 3 Maret 2026 dengan dihadiri secara elektronik oleh 

Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;  

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan 

permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan 

pada tanggal 13 Maret 2026 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 

93/G/2025/PTUN.SMG tanggal 13 Maret 2026 agar diperiksa dan diputus 

dalam pengadilan tingkat banding; 

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 12 Maret 

2026 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak 

sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori 

banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

memutus sebagai berikut: 

MENGADILI 

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding Semula 

Tergugat II Intervensi tersebut; 

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 

Nomor 93/G/2025/PTUN.SMG tanggal 3 Maret 2026; 
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MENGADILI SENDIRI 

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; 

- Agar Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan; 

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara 

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan; 

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding 

sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding 

yang ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara 

Semarang Nomor 93/G/2025/PTUN.SMG, tanggal 13 April 2026; 

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 23 

Maret 2026, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding 

dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus 

sebagai berikut: 

MENGADILI: 

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING 

dahulu TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya; 

2. Menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 

93/G/2025/PTUN.SMG, Tanggal 3 Maret 2026; 

3. Menghukum PEMBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI 

untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; 

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan; 

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara 

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan; 

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi 

kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik 

melalui Sistem Informasi Pengadilan; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat II Intervensi pada 

pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

tersebut; 
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang 

pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu 

pengajuan banding; 

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan 

pada tanggal 3 Maret 2026 dan salinan putusan telah disampaikan kepada 

para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan; 

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan 

kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum 

putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang 

terbuka untuk umum; 

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding 

pada tanggal 13 Maret 2026 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan 

Banding Nomor 93/G/2025/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan 

tersebut diucapkan  pada tanggal 3 Maret 2026 sampai dengan pengajuan 

banding pada tanggal 13 Maret 2026, maka permohonan banding 

Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender 

sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender 

sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 juncto Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I.  Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik junctis Ketentuan Umum angka 21 Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 

Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan 

Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan 

secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal 

diterima;      

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari 

dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori 

banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan 
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perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan 

perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan perbaikan 

pertimbangan hukum sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini 

adalah Surat Keterangan Pembatalan Perceraian No. DC.01.01/3269/2025, 

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surakarta, tertanggal 16 April 2025 antara GUNAWAN PRANOTO dengan 

FENNY HENDRO GUNAWAN; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/semula Penggugat 

tersebut Pembanding/semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan 

eksepsi yakni eksepsi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Semarang untuk mengadili gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding/semula Tergugat II 

Intervensi  tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat 

pertama dengan pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri 

Surakarta a quo adalah merupakan Putusan Perdata (antara orang melawan 

orang) dan Tergugat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Surakarta dalam menerbitkan objek sengketa bersifat menunggu 

permohonan yang diajukan oleh Pembanding (bersifat pasif), sehingga 

Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara dan pokok permohonan 

Penggugat adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa 

tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian 

sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini merupakan 

kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha 

Negara, disamping itu pihak Tergugat tidak terlibat sebagai pihak dalam 

perkara perdata tersebut; 

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding/semula Tergugat 

II Intervensi yang menyatakan bahwa objek sengketa seharusnya tidak dapat 

lagi diuji dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan 

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan 
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yang berlaku (pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha 

Negara) Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai 

berikut: 

- Bahwa berdasarkan Putusan Perdata Nomor 269/Pdt.Plw/2014/PN.Skt, 

tanggal 23 Agustus 2018 dengan bunyi amar sebagai berikut (bukti T-

9): 

MENGADILI 

DALAM EKSEPSI : 

- Menolak eksepsi Terlawan; 

DALAM POKOK PERKARA : 

1. Menyatakan bahwa Perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek 

tanggal 11 Februari 2015, Nomor 269/Pdt.G/2014/PN.Skt tidak 

tepat dan tidak beralasan; 

2. Menyatakan oleh karena itu bahwa Pelawan adalah Pelawan yang 

tidak benar; 

3. Mempertahankan putusan verstek tanggal 11 Februari 2015 Nomor 

269/Pdt.G/2014/PN.Skt; 

4. Menghukum Pelawan/Tergugat semula untuk membayar biaya 

perkara yang hingga kini sejumlah Rp767.000,00 (tujuh ratus tujuh 

puluh enam ribu Rupiah); 

- Bahwa berdasarkan Putusan Perdata Nomor 272/Pdt/2018/PT.SMG, 

tanggal 23 Agustus 2018, dengan bunyi amar sebagai berikut (bukti T-

10): 

MENGADILI 

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelawan semula 

Tergugat; 

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negari Surakarta Nomor 

269/Pdt.Plw/2014/PN.Skt, tanggal 8 Maret 2018; 

MENGADILI SENDIRI 

1. Menyatakan bahwa Pelawan dalam perkara perlawanan tersebut 

adalah Pelawan yang benar; 
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2. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 

269/Pdt.Plw/2014/PN.Skt, tanggal 8 Maret 2018 adalah nebis in 

idem sehingga tidak dapat diterima; 

3. Menghukum Terbanding/Terlawan semula Penggugat untuk 

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk 

tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

Rupiah); 

- Bahwa berdasarkan putusan Kasasi Nomor 999 K/Pdt/2019 tanggal 8 

Mei 2019 dengan bunyi amar sebagai berikut (bukti T-11); 

MENGADILI 

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi GUNAWAN 

PRANOTO tersebut; 

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara 

dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu 

Rupiah); 

- Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 24 

PK/Pdt/2021 tanggal 24 Februari 2021 dengan bunyi amar sebagai 

berikut (bukti-12): 

MENGADILI 

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon 

Peninjauan Kembali GUNAWAN PRANOTO tersebut; 

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya 

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat 

Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta ratus ribu 

Rupiah); 

- Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut diatas tidak ada satupun 

amar yang memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta atau lainnya mencatatkan pembatalan 

perceraian; 

- Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) 

harus sesuai dengan yang diperintahkan pengadilan dan tidak boleh 
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menyimpang dari isi dalam amar putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap; 

- Bahwa berdasarkan fakta hukum amar putusan perkara perdata 

tersebut diatas yang bersifat inter partes yakni hanya mengikat para 

pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat) yang merupakan 

salah satu prinsip fundamental, sedangkan Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta bukan pihak dalam 

pihak perdata a quo, maka tidak dapat dikatakan terbitnya objek 

sengketa (bukti P-1a=T-1=T II Intv-4) didasarkan atas amar putusan 

pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau 

bukan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan perdata 

sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e dalam Undang-Undang 

Peradilan Tata Usaha Negara; 

Menimbang, bahwa pada prinsipnya eksekusi harus sesuai dengan 

yang diperintahkan Hakim dalam putusannya dan tidak boleh menyimpang 

dari isi dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; 

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan 

tingkat pertama terkait aspek formal dan eksepsi lainnya telah 

dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya 

diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding; 

DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah 

mempertimbangkan penerbitan objek sengketa tidak terdapat cacat prosedur 

namun penerbitannya tidak sesuai dengan tujuan sistem administrasi 

kependudukan, maka objek sengketa haruslah dinyatakan batal, selanjutnya 

Turut Terbanding/semula Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat 

Keputusan Objek Sengketa a quo; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding 

mempertimbangkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surakarta dapat menerbitkan objek sengketa tetapi haruslah terlebih dahulu 

melalui tahapan yang ketat dan bersifat khusus yakni dengan cara keputusan 

sebelumnya tentang pernikahan Terbanding/semula Penggugat yang kedua 
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dengan Henny Maya Safira (bukti P-4) diberikan keputusan sesuai 

kewenangannya dengan mendasarkan asas Contrarius Actus dan jika perlu 

apabila ada fakta hukum baru yaitu adanya putusan Peninjauan Kembali, 

maka seharusnya diperbaiki dengan cara membatalkan keputusan yang 

lama asalkan tidak merugikan pihak ketiga dalam hal ini Terbanding/semula 

Penggugat yang telah mempunyai istri baru sesuai bukti pernikahan dan 

pencatatan pernikahan oleh Turut Terbanding/semula Tergugat; 

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh para pihak di 

persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Turut 

Terbanding/semula Tergugat telah menarik akta perkawinan antara 

Terbanding/semula Penggugat dengan istri barunya, sehingga jelas Turut 

Terbanding/semula Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan objek 

sengketa; 

Menimbang, bahwa mengenai dalil keberatan dari 

Pembanding/semula Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam 

memori bandingnya menurut pengadilan tingkat banding tidak terdapat hal-

hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat 

pertama, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa oleh  karena putusan pengadilan tingkat pertama 

dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

Pembanding/semula Tergugat II Intervensi sebagai pihak  kalah dalam 

perkaranya  dihukum  membayar biaya perkara sejumlah  yang tercantum 

dalam amar putusan; 

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana 

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundangan dan 

ketentuan hukum lain yang berkaitan ; 

MENGADILI: 

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding; 
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2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 

Nomor 93/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 3 Maret 2026 yang 

dimohonkan banding; 

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua 

tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah 

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 2 

Juni 2026 oleh Wenceslaus, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, yang 

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, 

bersama-sama dengan Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum. dan Oenoen 

Pratiwi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem 

informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026 oleh Majelis 

Hakim tersebut, dibantu oleh Encik Mohamad Badiuzzaman, S.H., M.Hum., 

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta 

tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding. 

Hakim-hakim Anggota: 

 

ttd 

 

 

 
Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum. 

Hakim Ketua Majelis, 

 

ttd 

 

 

 
Wenceslaus, S.H., M.H. 

 

 

ttd 

 

Oenoen Pratiwi, S.H., M.H. 
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 Panitera Pengganti, 

 
ttd 

 
Encik Mohamad Badiuzzaman, S.H., M.Hum. 

 

Perincian biaya perkara : 
1. Meterai Rp10.000,00 
2. Redaksi Rp10.000,00 
3. Biaya proses banding Rp230.000,00 
 Jumlah Rp250.000,00 
 Terbilang:(dua ratus lima puluh ribu Rupiah) 
 

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Panitera Tingkat Banding 
Miskini S.H., M.H. - 197212211999032004
Digital Signature
 
Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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